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P U T U S A N 

Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Btm 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, tempat tanggal lahir, Perk Hesa, 30 Juli 1976, umur 43 tahun, jenis 

kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 

2171123007769004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat tinggal di MKR 2 Blok W No.3, RT RW 004/001 

Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi 

Kepulawan Riau, telah memberikan kuasa khusus kepada : Salmah , 

SH, Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALMAH, 

SH & PARTNERS,  yang beralamat di Jalan Trans Barelang Perum 

Medio Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung 

– Kota Batam,  Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 

262/SK/VI/2020 Tanggal  19 Mei 2020, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, tempat tanggal lahir, Cirebon, 23 Februari 1972, umur 48 tahun, 

jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat 

tinggal di Dusun 3 RT RW 002/006, Kelurahan Babakang Gebang, 

Kecamatan Babakan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga 

dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah 

melakukan pernikahan pada tanggal 03 Nopember 1998, yang dicatat oleh 

pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan, Kota 

Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan kutipan Akta NIkah Nomor 

968/09/XI/1998 Tanggal 03 Nopember 1998;   

2. Bahwa setelah Pernikah tersebut  Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di Cirebon, Jawa Barat;   

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan di karuniai 4 

(empat) orang anak yang bernama ;   

a. Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam 12 Agustus 

1999, umur 21 Tahun;   

b. Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam 11 

September 2000, umur 20 Tahun;   

c. Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam 04 April 2006, 

umur 14 tahun;   

d. Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam 05 Oktober 

2010, Umur 10 tahun;   

4. Bahwa kebahagian yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga 

dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 

2012 disebabkan sejak tahun itu  Termohon mengalami Gangguan Jiwa  ( 

lupa ingatan)  

a.  Bahwa pada tahun 2010 Ibu kandung Termohon meninggal dunia 

Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung 

halaman Termohon  Pemohon mengizinkan, di kampung terjadi 

perebutan Warisan antara Termohon dan saudara-saudaranya yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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berjumlah 8 (delapan) orang, empat saudara kandung dan empat 

saudara tiri, dari Bapak dua orang dan dari ibu dua orang;   

b.  Bahwa ada harta yang diperebutkan yaitu rumah orang tua Termohon 

dari Warisan Nenek Termohon terjadi lah pertengkaran antara 

saudara-saudara Termohon;   

c. Bahwa pada tahun 2011 Termohon pulang ke kampung lagi untuk 

menyelesaikan permasalahan pembagian harta Waris, Namun tidak 

menemukan hasil, mala sikap Termohon yang mengalami perubahan 

Termohon sering mengalami kesurupan, sering pingsan, dan akhirnya 

Pemohon membawa Termohon ke ruamh sakit dokter mengatakan 

tekanan Psikologis;   

d. Bahwa Pemohon mencoba mencari tahu dari Ayah Termohon apa yang 

menyebabkan Termohon mengalami tekanan Psikologis jawaban Ayah 

Termohon mengatakan Termohon di ganggu mahluk halus penunggu 

rumah ini;   

e. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon membawa Termohon pulang ke 

Batam untuk berobat selama di Batam Termohon tidak ada perubahan 

dan dokter pun sudah angkat tangan;   

f. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon membawa Termohon ke kampung 

untuk di rawat orang tua Termohon dan ade Ipar, karena di Batam 

Pemohon bekerja dan tidak ada yang menjaga Termohon;   

g.Bahwa kondisi Termohon saat ini semakin parah sampai anak sendiri 

tidak dikenali dan selalu teriak-teriak, melihat kondisi Termohon utuk 

sembuh sangat kecil;   

h. Bahwa selama delapan tahun Pemohon cukup sabar menunggu 

kesembuhan Termohon, sudah di bawah kesana kemari untuk berobat 

namun semua hasilnya Nihil;   

5. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana 

diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan 

tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena percerian;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;   

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

PRIMER 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon  

2. Memberi Izin Kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj,I 

terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam 

setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;   

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;   

SUBSIDAIR : 

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa  dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

   Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Salmah , 

SH, Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALMAH, SH & 

PARTNERS,  yang beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio Raya Blok 

B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota Batam,  

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 262/SK/VI/2020 Tanggal  19 Mei 

2020; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dan 

syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Pemohon dan berdasarkan 

surat kuasa Pemohon tertanggal 19 Mei 2020 Pemohon memberi kuasa 

kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 262/SK/VI/2020 Tanggal  

19 Mei 2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi 

syarat dan ketentuan yang berlaku ; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon 

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171020101879016, Atas nama 

Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 

28 Juni 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0672/07/VIII/2019 Tanggal 13 April 

2020, atas nama Mat Halil bin Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bukti surat tersebut 

telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P2; 

2. Bukti Saksi. 

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Sagulung Baru Blok B No. 50 

RT 001 RW. 017 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung - Kota batam, 

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

-  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah kakak kandung Pemohon.;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pasangan suami 

istri yang sah ;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina 

rumah tinggal di Kota Batam;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 10 tahun yang 

lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena  Termohon mengalami depresi setelah terjadi 

perebutan harta waris dengan saudara saudaranya di kampung ;  

- Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk 

mengobati Termohon ; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan 

Termohon bertengkar;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 

2015 ;  

- Bahwa  yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah 

Pemohon ; 

-  Bahwa Pemohon dibawa ke kampung untuk diobati ; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak 

berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;  

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Batu Aji Indah Blok A No. 11 

RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung - Kota 

Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah 

adik kandung Pemohon.;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pasangan suami 

istri yang sah ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina 

rumah tinggal di Kota Batam;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 10 tahun yang 

lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena  Termohon mengalami depresi setelah terjadi 

perebutan harta waris di kampung ;  

- Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk 

mengobati Termohon ; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan 

Termohon bertengkar;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 

2015 ;  

- Bahwa  yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah 

Pemohon ; 

-  Bahwa Pemohon dibawa ke kampung untuk diobati ; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak 

berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang 

pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak 

Termohon, dan memohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada 

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu 

hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan 

surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Pemohon 

dan berdasarkan surat kuasa Pemohon tertanggal 19 Mei 2020 Pemohon 

memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 

262/SK/VI/2020 Tanggal  19 Mei 2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa 

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya 

dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, 

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan 

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon 

dapat diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

cerai adalah sebagaimana dalil dalil permohona Pemohon pada posita nomor 

4.a sampai dengan 4.h; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas 

permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau 

kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu 
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halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon 

dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan 

permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap 

mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya 

dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti 

kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat 

sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena 

perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan 

hukum perseorangan ( personal recht ) dimana suatu pengakuan baru 

dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani 

wajib bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan 

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 

2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenannya permohonan 

Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi 

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai 

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai 

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti 

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 

tanggal 03 Nopember 1998, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Babakan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, hal mana relevan 

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai 

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan 
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terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 03 November 1998, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Babakan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu 

Susi Yusriyanti binti Paidi dan Eka Roslaini binti Paidi, keduanya telah 

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, 

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan 

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada 

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka 

sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat 

menemukan fakta-fakta, sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 

pada tanggal 03 November 1998 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Babakan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Batam; 

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon mengalami 

depresi yang belum bisa disembuhkan sampai saat ini; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang 

lebih 5 ( lima ) tahun; 

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan 

perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus 
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua 

peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) 

unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana 

dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa 

gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua 

aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas 

bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 

dengan suami istri tersebut;  

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan 

perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua 

peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) 

unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana 

dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa 
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gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua 

aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas 

bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 

dengan suami istri tersebut;  

  Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis “P1” dan 

"P2", fakta dari keterangan saksi-saksi, dan fakta yang dapat dianggap dari 

pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum 

bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan 

yang tidak dapat dirukunkan kembali, selain itu Termohon sudah tidak 

menjalankan kewajibannya lagi  sebagai istri dan sejak bulan Januari 2020 

yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;  

          Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, yaitu 

Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak  bulan Januari 2020 

yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka patut 

diduga (ghalabat al-zhann) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil 

pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon telah pecah (broken marriage); 

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), maka 

mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat 

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. 

Sementara kaidah fikih menyatakan: 

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”; 

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi 

karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 13 dari 16  Put. No.735/Pdt.G/2020/PA.Btm 
 

sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat 

al-Rum ayat 21 yang berbunyi:  

 ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa 

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman 

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:  

 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليـم.

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”; 

    Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami 

dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi 

perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam 

kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. 

Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan 

kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam 

surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi: 

 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan 

jiwa dan rahmat-Nya kepada  masing-masingnya. Dan Allah Maha 

Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, 

dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan 

dalil-dalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim 

berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan 

verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini; 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti “P2” antara Pemohon dan 

Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai 

ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh 

Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan 

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka 

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra’i terhadap Pemohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1.  Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
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3.  Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Batam;  

4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp523.000,00 ( lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Batam pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua 

Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim 

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

. 

 

Hakim Anggota  

 

 

 

Drs. H. Azizon, S.H., M.H. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Dr. H. Barmawi, M.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

Muzahar, S.Ag. 
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran     :  Rp 30.000,00 

-  Proses     :  Rp 50.000,00 

-  Panggilan     :  Rp400.000,00 

- PNBP Panggilan     :  Rp 20.000,00 

-  Penggandaan Berkas  :  Rp  7.000,00 

-  Redaksi     :  Rp 10.000,00 

-  Meterai     :  Rp  6.000,00 

 Jumlah     :  Rp523.000,00 
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